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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP
A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep dasar pendidikan 

a. Pengertian Pendidikan

Banyak ahli memberikan konsep dasar tentang hakikat pendidikan dengan harapan kita mampu memahami peran, mendudukannya, dan menilai pendidikan secara proporsional. Menurut Sukardjo dan Kamaruddin (2010: 7) untuk memahami pendidikan, ada dua istilah yang dapat mengarahkan pada pemahaman hakekat pendidikan yaitu:

Kata paedagodie dan paedagodiek. Paedagogie bermakna pendidikan, sedangkan paedagogiek berarti ilmu pendidikan. Oleh karena itu, pedagogik (pedagogics) atau ilmu mendidik adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya ,bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaan.

Pendidikan seringkali di terjemahkan oleh orang dengan paedagogie. karena paedagogie merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk kepribadian seseorang. Muhadjir (2000: 20) juga memberikan gambaran tentang tentang pedagogie menurutnya:
Pada zaman yunani kuno, seorang anak yang pergi dan pulang sekolah diantar oleh pelayan; pelayan tersebut biasa disebut paedagogos, penuntun anak. Disebut demikian karena disamping mengantar dan menjemput, juga berfungsi sebagai pengasuh anak tersebut dalam rumah tangga orang tuanya, sedangkan gurunya sendiri, yang mengajar, pada yunani kuno disebut governor. Governor sebagai guru tidak mengajar secara klasikal sperti sekarang melainkan individual.
Terdapat tiga jangkauan untuk memberikan pengertian pendidikan menurut Mudyahardjo (2012: 3), yaitu: i)pendidikan maha luas, ii)pendidikan sempit, iii)pendidikan luas terbatas”. Adapun penjabarannya sebagai berikut :
1) Pendidikan maha luas
Defenisi luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkunga n dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan individu.

2) Pendidikan sempit

Defenisi sempit yaitu, pendidikan adalah sekolah, artinya pendidikan adalah pengajaran yang di selenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan Formal. Pendidikan adalah segala pegaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan hubungan dan tugas tugas sosial mereka.

3) Pendidikan luas terbatas

Definisi luas terbatas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan, yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pendidikan Formal, inFormal, dan Non Formaldi sekolah dan di luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di dalam sekolah dan diluar sekolah yang berlangsung semur hidup dengan harapan individu mampu mengoptimalkan segala kemampuan yang dimilikinya agar kemudian hari mampu memainkankan peraannya secara optimal dan positif.

b. Perbedaan pendidikan Formal dan NonFormal

1) Pendidikan Formal

Menurut Suprijianto (2008) di dalam undang-undang Sikdiknas pendidikan Formal didefinisikan sebagai jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Pendidikan Formal menunjuk pada sistem persekolahan penyelengaraan teratur, bertinggkat dan mengikuti syarat syarat yang jelas dan ketat. Secara umum dapat dikatakan pendidikan Formal terstandarisasi sedemikian rupa, mulai dari perjenjangannya, lama belajarnya, kurikulumnya, persyaratan personalia pengelolaannya, persyaratan usia sampai kepada perolehan dan tingkat legalitas kredensialnya. Jenjang pendidikan formalterdiri atas pendidikan dasar (SD), pendidikan Menengah (SMP/SMA) dan perguruan tinggi (Universitas).
Demikianlah pendidkan formal, secara komponen di dalam penyelenggaraannya terstandarisasi secara ketat dan oleh karena pendidikan formal berkembang secara pesat. Pada awal mulanya pendidikan formal muncul dalam kehidupan manusia sebagai fenomena baru sebagai jawaban atas tantangan semakin melebarnya jurang (GAP) antar kemampuan pendidikan informal dengan perkembangan peradaban manusia yang sangat pesat sebagai materi pendidikan.

2) Pendidikan Nonformal
Menurut Suprijianto (2008) di dalam undang-undang sisdiknas pendidikan nonformal didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan  formal yang dapat dilaksanankan secara terstruktur dan berjenjang pendidikan nonformal menunjuk pada pengertian pendidikan yang dilaksanakan secara teratur dengan sadar dilakukan, namun tidak mengikuti peraturan dan persyaratan yang terlalu tetap dan ketat sperti pada pendidikan  formal.
Sedangkan menurut Axin (Suprijanto, 2008:7) pendidikan nonformal adalah “kegiatan belajar yang disegaja oleh  warga belajar dan pembelajar di dalam suatu latar yang di organisasi (berstruktur) yang terjadi di luar sistem persekolahan”.

Menurut Faisal (Nyoman S. dan Indrawati their, 1998:21) mengidentifikasi ciri-ciri  pendidikan non formal sebagai berikit:
Ciri pendidikan nonformal yaitu pendidikannya berjangka pendek, program pendidikannya merupakan paket yang sangat khusus, persyaratan pendaftarannya lebih fleksibel, sekuensi materi lebih luwes, tidak berjenjang kronologis, perolehan dan keberartian ijazah tidak begitu terstandarisasi.Pendidikan Nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup  anak usia dini, pendidikan kepemudaan dan sebagainya.

Dari karakteristik masing-masing antara pendidikan formal dan pendikan nonformal maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di dalam rutan termasuk dalam bentuk pendidikan nonformal. Hal ini dikarenakan ciri-ciri pelaksanaan pendidikan yang ada di dalam rutan sesuai dengan ciri pendidikan nonformal.

c. Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Sistem Pemasyarakatan.

(1) Pengertian rumah tahanan Negara (Rutan)
Wahdaningsih (2015) rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa menjalani penahannya selama proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Dalam undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP juga disebutkan bahwa:
Rutan merupakan institusi yang melaksanakan pemahaman para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa rutan merupakan tempat pelaksanaan penahanan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan.

Dalam peraturan pemerintah nomer 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan ditentukan pula:

Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebagai tambahan berdasarkan pasal 38 ayat (1) penjelasan KUHAP, menteri dapat menetapkan lapas tertentu sebagai rutan. Rutan secara garis besar dapat di klasifikasikan menjadi tiga klas, “klasifikasi yaitu Rutan Klas I (berada di ibu kota Provinsi), Rutan Klas IIA (berada di Kota), dan Rutan klas IIB ( berada di Kabupaten)”. Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan tugas rutan adalah :
a) Rutan mempunyai tugas melaksanakan kepada narapidana/anak didik dan melaksanakan tugas perawatan tahananan.
b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut rutan mempunyai fungsi

i) Melakukan pembinaan
ii) Memberikan bimbingan sosial/kerohanian bagi tahanan dan narapidana

iii)  Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983,” tiap kabupaten atau kotamadya di bentuk rutan”. Namun kondisi yang terjadi di Indonesia adalah tidak semua kabupaten dan kotamadya di Indonesia memiliki rutan dan lapas, sehingga rutan di fungsikan pula untuk menampung narapidan seperti halnya lapas. Hal ini juga mengingat kondisi banyak lapas yang ada di Indonesia, berdasarkan informasi dan berbagai sumber, telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di rutan, yang seharusnya pindah dari rutan untuk menjalani hukuman ke lapas, banyak yang tetap berada di Rutan hingga masa hukumannya berakhir.

2) Pengertian lembaga pemasyarakatan (Lapas)
Kamus hukum (dictionary of law comlete edition), M. Marwan (2009: 405) lembaga pemasyarakatan adalah “suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Rama (2013: 655) pengertian lembaga dan pemasyarakatan menurut kamus besar bahasa Indonesia   adalah sebagai berikut.

a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
b) Pemayarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana di ajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan lembaga pemasyrakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampug kegitan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali ditengah masyarakat.
3) Pengertian, tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksisistensi dari pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara Negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam pasal 1 angka (1) bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Istilah pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbigan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sementara dalam pasal 1 angka (2) Bab I ketentuan umum Undang Undang Nomor 12 tahun 1995.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam sistem pemasyarakatan seseorang yang bersalah bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali kejalan yang benar sesuai moral pancasila para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahakan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah meninggalkan lembaga pemasyrakatan. Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 adalah:
Dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya. adalah upaya untuk mumilihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.
Wahdaniningsih (2015) menjelaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Selain itu, dalam pasal 8 ayat (1) Undang Undang  Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan:
Menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional  penegak hukum yang melaksanakn tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Widiada Gunakarya (1988) munculnya istilah pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Suhardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai menteri kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai “Rumah Penjara” menjadi “lembaga pemasyarakatan”. Dengan demikian maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya berfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.
Kusnan (1961: 8) Pemasyarakan bagi terpidana dikemukakan oleh sahardjo yang di kenal sebagai tokoh pembaruan dunia kepenjaraan sebagai berikut:

a) Tiap orang adalah manusia yang harus di perlakukan sebagai manusia.
b) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat.

c) Narapidana hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarkat yang berguna. Sistem pembinaan pemasyarakatan di laksanakan berdasarkan asas:
i) Pengayoman

ii) Persamaan perlakuan dan pelayanan

iii) Pendidikan

iv) Pembimbingan

v) Penghormatan harkat dan martabat manusia;

vi) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan; dan

vii) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkaan keterangan di atas, dapat kita pahami bahwa dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dianggap lagi sebagai objek dan pribadi yang inheren dengan tidak pidana yang di lakukannya. Narapidana di pandang manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan di kembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang setuhnya.
4) Pengertian pembinaan 
Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan dan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan arah dan kebijaksanaan yang menetapkan perlunya ada ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi segenap warga masyarakat, tidak lepas kaitannya dengan kebudayaan Indonesia yang berdasarkan pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitannya memperoleh keadilan, maka masalah pembinaan merupakan masalah yang patut mendapat perhatian. Menurut Hidayat (1989: 32) mendefinisikan pembinaan sebagai berikut:

Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan secara sadar, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan keterampilan anak didik dan tindakan pengarahan, bimbingan, pengembangan, stimulus dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pegertian pembinaan di atas, maka pengertian pembinaan dapat dimaksudkan bahwa:
a) Pembinaan adalah proses

b) Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur, dan terus menerus.

c) Pembinaan dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin. Pembinaan yang dimaksud di atas adalah pembinaan terhadap pribadi, akhlak, dan budi pekerti tidaklah berarti tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan dan taat hukum yang berlaku dalam masyarakat.
5) Pengertian narapidana
Narapidana sesungguhnya adalah merupkan manusia biasa yang juga dengan sendirinya adalah makhluk tuhan yang tinggi derajatnya, dan juga mendapat karunia tuhan.
Narapidana juga adalah sebgai makhluk individu, sebagai makhluk social seperti dengan manusia lainnya dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, narapidana pada hakikatnya adalah manusia biasa yang sesungguhnya harus dinilai sebagi objek yang harus didik, sehingga objek harus diperlukan secara manusiawi.
Narapidana sebagai orang yang mengalami hukuman, karena telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, orang yang mengalami hukuman pidana adalah orang yang salah telah dicabut kebebasan dan kemerdekaannya.
Menurut kartoesapoetra (1998: 50) bahwa “ terdapat tiga alasan mengapa aparat hukum menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran hukum yaitu” yaitu:

a) Untuk mengajukan serta mendukung tindakan mempertahankan tata tertib.

b) Untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakteraturan dan ketidakadilan.

c) Untuk mengembalikan serta mempertahankan keamanan, ketertiban dan keadilan manakala terbelenggu.
Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang narapidana itu, maka berikut penulis mengemukakan pendapat dari pada beberapa ahli tentang pidana. Menurut Hamzah (1996: 389) bahwa “narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan. Sedangkan menurut           A. Kayat (Ruslan, 1992: 10) bahwa:

Narapidana adalah mereka karena melakukan sesuatu pelangggaran hukum, jelasnya berbuat kejahatan yang menyebabkan hakim memberikan keputusan menempatkan kedalam lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu dibina kembali agar menjadi manusia yang baik.

Sedangkan Saleh (1986: 3) menyatakan bahwa “narapidana adalah terpidana penjara yang memiliki kekuatan hukum tetap” selanjutnya Baharuddin S. (1996: 6) mengemukakan bahwa “narapidana adalah orang karena salahnya berdasarkan putusan pengadilan hukuman pidana ayau kurungan dan telah memiliki ketentuan hukum yang tetap”.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana pada dasarnya orang yang mengalami hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana kurungan yang ditetapkan oleh hakim serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Atau dapat pula disimpulkan bahwa narapidana adalah:
a) Orang yang dijatuhi pidana oleh pengadilan 

b) Orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan

c) orang yang melanggar, tidak menghormati hukum dalam masyarakat.

d) Orang yang telah dihilangkan kemerdekaannya serta sedang menjalani pidana berdasarrkan keputusan hakim sesuai undang-undang yang berlaku.

e) Orang yang dijatuhi hukuman penjara.
Jenis-jenis narapidana dapat dibedakan atas kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga mendapatkan hukuman berupa tahanan dalam penjara. Menurut Harahap (1985: 166) “keberadaan narapidana di dalam rumah tahanana Negara dapat dijelaskan berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M04 UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan Negara, lapas dapat beralih fungsi menjadi rutan dan begitu pula sebaliknya. Sehingga rutan yang ada di kabupaten Jeneponto  termasuk yang difungsikan juga sebagai lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdapat narapidana yang masih ditahan di rutan.

Kejahatan/kriminalitas adalah jenis perbuatan atau perilaku tertentu. Disjosiswono (1996: 110) menentukan ciri-ciri suatu perbuatan dinamakan kejahatan.

a) Tindakan yang melanggar hukum pidana
b) Yang dirasakan merugikan dan menjengkelkan oleh masyarakat dimana perilaku itu dilakukan.
c) Yang terhadapanya masyarakat berusaha mencegah mengambil tindakan terhadap yang telah mmelakukan.
6) Jenis dan karakteristik pembinaan di rutan Jeneponto
Sistem pembinaan narapidana pada dasarnya merupakan bagian dari proses penjatuhan pidana atas dasar pelaku tindak pidana. Pada dasarnya, karakteristik pembinaan dalam bentuk pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(1) Memberikan pembinaan kepribadian meliputi 

i) Pembinaan kesadaran beragama

ii) Pembinaan kewarga Negaraan

iii) Pembinaan kemampuan intelektual

(2) Pembinaan Keterampilan yang meliputi

i) Pelatihan keterampilan maubel: pelatihan pembuatan kursi, pembuatan meja, dan pelatihan keterampilan pembuatan lemari.

ii) Pelatihan elektronika: pelatihan perakitan salon, perakitan ampli dan pelatihan keterampilan perakitan adaptor.

Beberapa jenis pembinaan yang dilakukan di rumah tahanan Negara kabupaten Jeneponto, peneliti akan lebih fokus pada pembinaan pelatihan keterampilan yang dilaksanankan di rumah tahanan Negara kelas IIB kab. Jeneponto
7) Peningkatan keterampilan narapidana 

a) Peningkatan keterampilan 
Keterampilan berasal dari kata “terampil” cekap atau kemampuan melakukan sesuatu. Terampil perlu dimiliki dalam bentuk apapun yang sifatnya positif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia DEPDIKBUD (1997:340) “keterampilan diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas” selanjutnya Iwan Suprapto (Sabrina, 1994:12) mengemukakan:

Keterampilan merupakan sekumpulan pengetahuan, pengalaman, sikap kerja yang harus dimiliki untuk mengerjakan. Atau keterampilan adalah kemampuan fisik atau mental untuk melakukan suatu tindakan. 
Lebih lanjut Ivon K. Darwis(Sabrina 1994:12) menyatakan:

Keterampilan adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan secara konsisten atau akibat yang diharapkan, kecepatan dan pengamatan tindakan. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah disimpukan bahwa keterampilan adalah suatu kemampuan yang ada pada seseorang damana efisien waktu, tenaga dan bahan merupakan faktor utama yang digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang memuaskan.
Lebih lanjut penulis menguraikan tentang pengertian keterampilan itu sendiri. Keterampilan yaitu suatu kecakapan yang merupakan manifestasi dari pengalaman, pengetahuan, atau persepsi dan asosiasi dalam bentuk karya. Dengan demikian keterampilan dapat disimpulkan:
i) Keterampilan merupakan proses kemudahan, kecepatan, dan kecakapan dalam bekerja.
ii) Keterampilan merupakan manifestasi dari pengalaman, pengetahuan dan asosiasi dalam bentuk karya.

iii) Keterampilan merupakan perpaduan antara manual skill, intelektual skill, dan social skill.

Dari pengertian pendidikan ketrampilan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan keterampilan pada dasarnya adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka merubah tingkah laku manusia melalui pola mental dan aktifitas fisik yang sistematik, proses penerimaan maupun proses pengaruh dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
b) Fungsi keterampilan bagi narapidana
Salah satu program pembinaan kemandirian dalam bidang keterampilan yang dibimbing langsung oleh tenaga ahli pembinaan kemandirian tersebut meliputi:

i) Pembinaan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri seperti: program pelatihan pembuatan maubel dan pelatihan elektronika.
ii) Pembinaan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masiang-masing.

Dengan upaya pembinaan di atas, dapat memberikan fungsi bagi narapidana secara khusus antara lain:

i) Keterampilan tersebut memberikan keahlian yang mantap dan menjadikan narapidana bias berdiri sendiri.
ii) Keterampilan tersebut dapat dibudayakan sehingga menjadi mata pencaharian narapidana setelah keluar dari rumah tahan Negara. Pendidikan narapidana sangatlah penting, mengingat narapidan sebagai orang yang telah kehilangan pekerjaan untuk sementara sehingga pada saat keluar dari rumah tahan Negara merekeka dapat memantapkan diri dalam melaksanakan pekerjaan yang lebih positif. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membina para narapidana melalui pendidikan keterampilan agar mereka dapat mengabdi pada masyarakat dan bangsa setelah bebas dari hukumannya.

8) Pembinaan keterampilan naraidana di rutan adalah bentuk pendidikan luar sekolah
Pendidikan pada hakikatnya dibagi atas jalur tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan yang dimaksud dalam kajian ini adalah pendidikan nonformal yang dilakukakn oleh rutan klas IIB kab. Jeneponto dengan memberikan pembinaan kepada narapidana.
Dalam pasal 1 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 dirumuskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spripitual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Dalam rumusan tersebut di atas, pendidikan diarahkan pada berbagai aspek kegiatan yang berlangsung dalam pendidikan luar sekolah dengan harapan kegiatan tersebut dapat bermanfaat dimasa depannya.
Dalam kaitannya dengan pendidikan nonformal, maka pendidikan nonformal merupakan suatu bentuk pendidikan yang kegiatannya berlangsung diluar sistem persekolahan yang dilakukan kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Sperti halnya rumah tahanan Negara kelas IIB kab. Jeneponto yang mengadakan pendidikan keterampilan sebagai jalur pendidikan nonformal karena memiliki komponen sistem pendidikan yang merupakan karakteristik pendidikan nonformal, yaitu pamong belajar/tutor, warga belajar, tempat pembelajaran, materi belajar, ragi belajar, biaya dan evaluasi belajar.

a) Tinjauan rutan
Harahap (2001:166) mengemukakan bahwa:

Masalah utama yang dihadapi pada saat KUHP pidana di dalam Republik Indonesia ditempatkan di rumah tahanan Negara ialah mengenai penyedian rumah tahanan atau rutan. Pemerintah dihadapkan pada masalah mendirikian sekian banyak rutan yang memerlukan biaya yang besar.

Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa beratnya memenuhi kebutuhan rutan dalam jangka waktu yang singkat sedangkan orang yang dikenakan penahanan terus mengalir. Maka untuk sementara supaya kesulitan itu dapat teratasi sesuai penjalasan PP No. 27/1983 pada pasal 22 ayat (1) telah menggariskan tentang:

Selama rutan belum ada pada suatu tempat, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian, Negara, di kantor kejaksaan Negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan mendesak ditempat lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperkirakan bahwa, keadaan tersebut seperti di atas tidak bisa dipertahankan berlarut-berlarut. Maka dari itu, pemerintah melalui Departemen kehakiman setelah dikeluarkan PP. No. 27/1983, maka semakin terdesaklah pemerintah untuk segera bertindak. 
Seperti halnya rutan yang ada di Kab. Jeneponto termasuk yang dialihkan menjadi lapas sehingga narapidana di Kabupaten Jeneponto juga juga ditempatkan di rutan bergabung dengan tahanan lain yang berstatus titipan.

b) Fungsi Rumah tahanan
Berdasarkan bunyi pasal 21 poin 7 bahwa rutan berfungsi untuk membina pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. rutan mempunyai fungsi sebagai tempat penghukuman kepada narapidana, juga sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan dalam usaha memasyarakatkan mereka manakala sesuai menjalani hukumannya. Pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana dapat memberikan fungsi sebagai berikut:

(1) Memberikan bekal hidup agar dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

(2) Memberikan penjatuhan hukuman pidana yang tidak didasari  latar belakang pembalasan.

(3) Memebrikan timbangan supaya mereka bertaubat, mereka diberikan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan hidup bermasyarakat.

(4) Memeberikan bimbingan dan pembinaan moral.

(5) Diberikan bimbingan dan pembinaan ke jalan yang benar diperlukan manusia biasa yang memiliki pola harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
c) Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana
Dalam rutan bukan hanya sebagai tempat/wadah untuk membatasi hak kemerdekaan bagi orang yang berbuat kejahatan tetapi juga merupakan tempat pemberian pembinaan dan bimbingan pengetahuan keterampilan bagi narapidana dengan berbagai pendekatan yang berdasarkan potensi-potensi yang ada pada diri narapidana. Demi keberhasilan tersebut, Jamaluddin(1997:14) ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh:

(1) Menurut Good dan Brophy, mengemukakan bahwa “motivasi adalah suatu energi penggerak mengarah pada memperkuat sesuatu”. Sedangkan menurut Mukijat, mengemukakan bahwa “Motivasi adalah sebagai pengaruh sesuatu yang menimbulkan kekuatan”.
Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi suatu yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar dapat terdorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu pekerjaan sehingga mencapai tujuan.

(2) Minat
Minat adalah kecenderungan terhadap sesuatu yang biasanya diikuti dengan perasaan senang. Hal ini sejalan dengan pendapat slameto bahwa “minat adalah kecenderungan yang tetap memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan yang diminati seseorang dan diperhatikan terus-menerus yang disertai rasa senang”
Definisi minat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah merupakan produk dari kemampuan psikis yang dapat membangkitkan motivasi terhadap suatu objek yang akan menjadi objek seseorang.
(3) Bakat
Menurut wahyu, bahwa “bakat adalah sebuah faktor bawaan yang berupa potensi, yang aktualisasinya membutuhkan interaksi dengan faktor-faktor dalam lingkungan.
Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bakat adalah kemampuan dasar yang dimiliki seseorang yang dibawa sejak lahir yang membantu seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan.ataupun dapat pula disimpulkan bahwa bakat adalah:

(a) Merupakan sesuatu yang terpendam
(b) Bakat akan sangat membantu bila mendapat latihan yang cukup.

Seperti; halnya dalam diri narapidana, tentu memiliki potensi yang perlu dibina selama dalam tahanan melalui pemberian latihan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kebutuhannya, agar mereka setelah bebas menjalani hukumannya dapat diberdayakan dalam masyarakat.
9) Efektivitas 

a) Pengertian efektivitas
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan dalam setiap organisasi. Efektifitas di sebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah di tentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Chaster I. Bernard(1992: 27) “efektivitas adalah tercapainya sasaran yang telah di sepakati bersama”.
Secara kompherehensif Campbel(1987)  mendefinisikan bahwa:

Efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanankan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan sebelumnya.
Efektifitas dalam dunia riset ilmu-ilmu sosial dijabarkan dengan penemuan atau produktivitas, dimana bagi sejumlah sarjana sosial efektivitas seringkali ditinjau dari sudut kualitas pekerjaan atau program kerja. Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan pengertian efektivitas yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan.

Dari beberapa juraian di atas, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan yang melaksanakan aktivitas suatu lembaga secara fisik dan nonfisik untuk mencapai serta meraih keberhasilan maksimal.
b) Batasan konsep pengukuran efektivitas
Pengukuran efektivitas adalah profil atau bentuk dari efek yang menunjukkan ukuran efektivitas pada setiap sasaran yang dimilikinya. Selanjutnya hal lain yang seringkali dipermasalahkan adalah frekuensi penggunaan kriteria dalam pengukuran efektivitas. Oleh sebab itu, penulis membatasi ruang lingkup dalam pengukuran efektivitas pembinaan keterampilan Bangun (2014:13) dimana pembinaan akan dikatakan efektif apabila:

(1) Berhasil menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya dan dapat kembali berbaur kepada masyarakat seperti sebelumnya.
(2) Dapat memperoleh pengetahuan minimal keterampilan seperti : las listrik, pembuatan prakaryadan pembuatan maubel untuk bekal hidup mandiri serta menjadi manusia yang patuh hukum.

B. KERANGKA KONSEP
Seiring dengan kemajuan zaman dalam kenyataan dewasa ini pelanggaran hukum yang terjadi di dalam masyarakat semakin meningkat. Pelanggaran ini terjadi disebabkan banyak hal misalnya faktor kemiskinan dan faktor pendidikan, kemiskinan sering kali membuat seseorang terpaksa melakukan pelanggaran hukum seperti pencurian, perampasan dan lain-lain. Pendidikan juga menjadi salah satu bagian yang disinyalir berperan penting dalam pencegahan tindakan kekerasan, rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang kurang sadar terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan, menghadapi situasi sperti ini, pelanggaran hukum yang dilakukan akan diperhadapkan kepada pihak yang menangani masalah penegakan hukum.
Seseorang yang melakukan pelanggaran akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan apabila sudah dinyatakan bersalah atas dasar keputusan pengadilan dan apabila masih dalam proses penuntuhan sebelum dijatuhi hukuman untuk sementara di tempatkan di rutan untuk dilakukan pembinaan.
Oleh karena itu Rutan Klas IIB Kab. Jeneponto merupakan instansi pemerintah sebagai pelaksana teknisi, yang menampung, merawat, dan membina warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum. Pembinaan yang terdapat di rutan klas IIB Jeneponto dititik beratkan kedalalam beberapa ruang lingkup pembinaan yaitu pertama, pembinaan keperibadian yang terdiri dari pendidikan kesadaran agama, pendidikan intelektual dan pendidikan kewarganegaraan. Kedua, program pembinaan kemandirian; terdiri dari Diklat kerja/atau pemberian keterampilan  dan upaya pemasyarakatan. Namun yang menjadi fokus penelitian ini adalah pembinaan keterampilan narapidana. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan bertujuan untuk memulihkan tingkah laku narapidana, sehingga nantinya dapat kembali menjalani menjalani kehihudupannya secara wajar di tengah tengah masyarakat jika telah menyelesaikan masa hukumannya. Serta dapat memiliki kemampuan keterampilan agar mereka dapat hidup lebih mandiri.

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir
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